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PENGADILAN MILITER I I - 10
          S E M A R A N G 

P U T U S A N 
       NOMOR :  PUT /  82- K /  PM.I I - 10/  AD /  X /  2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER  I I - 10  Semarang  yang  bers i dang  di  Semarang  
dalam  memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  pidana  pada  t i ngka t  per tama,  
secara  In  absent i a  te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga imana  te rcan tum di  
bawah in i  da lam perkara  Terdakwa :

Nama lengkap :  JOKO SETYADI  
Pangkat  /  NRP :  Praka  /  31990447550978  
Jabatan  :  Wadanru  1 Ton 1 Kipan  B
Kesatuan  :  Yoni f  407 /  PK Br ig i f - 4/DR  
Tempat  /  tangga l  lah i r :  Banyumas,  7 September  1978  
Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i  
Kewarganegaraan  :  Indones ia  
Agama :  Is l am  
Tempat  t i ngga l :  Asrama  Yoni f  407 /  PK Ujung  Rusi  Tega l .

Terdakwa da lam  perkara  in i  be lum pernah  di tahan  dan hingga  saat  in i  
be lum kembal i  ke kesatuan .

Pengad i l an  Mi l i t e r  I I - 10 Semarang  te rsebu t  d i  atas ;
 

Membaca : Ber kas  Acara  Pemer iksaan  da lam perkara  in i .

Memperhat i kan : 1. Sura t  Keputusan  Penyerahan  Perkara  dar i  
Danbr ig i f - 4/Dewa  Ratna  se laku  Papera  Nomor  
Kep/05 / IX /2010  tangga l  17 September  2010.

2. Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor  
Sdak/82 /X /2010 .  tangga l  18 Oktober  2010.

3. Sura t  Penetapan  dar i  :

a. Kadi lm i l  I I - 10  Semarang  ten tang  Penunjukan  
Hakim Nomor  Tap/91 /PM. I I - 10/AD/X/20 10,  tangga l  28 
Oktober  2010.

b. Hakim Ketua  Sidang  ten tang  Har i  Sidang  Nomor  
Tap  /91 /PM. I I - 10/AD/X/  2010,  tangga l  29  Oktober  
2010.

4. Sura t  tanda  te r ima  Panggi l an  untuk  menghadap  
s idang  kepada  Terdakwa dan para  Saks i .

5. Sura t - sura t  la i n  yang  berhubungan  dengan  perkara  
in i .

Mendengar : 1. Pembacaan  Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Sdak/82 /X /2010 .  tangga l  18  Oktober  2010  di  depan  
pers i dangan  yang  di j ad i kan  dasar  pemer iksaan  perkara  
in i .

2. Hal - ha l  yang  di te rangkan  para  Saks i  d i  bawah 
sumpah  dipe rs i dangan .

Memperhat i kan : 1. Tuntu tan  pidana  (Requ is i t o i r )  Odi tu r  
Mi l i t e r  yang  dia j ukan  kepada  Maje l i s  yang  pada  
pokoknya  Odi tu r  Mi l i t e r  meyatakan  Terdakwa  te rbuk t i  
secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  te l ah  melakukan  
t i ndak  pidana  :

“ Desers i  di  masa damai”  

Sebaga imana  dia tu r  dan  diancam  da lam  dengan  p idana  
menuru t  pasa l  87 ayat  (1 )  ke- 2 Jo  ayat  (2 )  KUHPM.
 
dan oleh  karenanya  Odi tu r  Mi l i t e r  mohon agar  Terdakwa  
di j a t uh i  p idana  sebaga i  ber i ku t  :  

a. Pidana  pokok          :   Penja ra  se lama 
10 (sepu luh )  bu lan

Pidana  Tambahan  :   Dipeca t  dar i  d inas  
mi l i t e r

b. Membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 10.000 , -  
(sepu luh  r i bu  rup iah ) .

c. Menetapkan  barang  bukt i  berupa  :

Surat - surat  :

- 1 (sa tu )  lembar  Daf ta r  Absens i  An.  Praka  
Joko  Setyad i  NRP.  31990447550978  Wadanru  1 
Ton  1  Kipan  B  Yoni f  407/PK  se jak  tangga l  
empat  bu lan  Maret  2010  sampai  dengan  enam 
belas  Jun i  2010  yang  di tanda tangan i  o leh  
Wadanyon i f  407/PK  Rachmat  Basuk i  Kapten  In f  
NRP.  11990037750677.

Tetap  di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

Menimbang :  Bahwa Terdakwa berdasarkan  Sura t  Dakwaan Odi tu r ,  
d i  atas  Terdakwa  pada  pokoknya  didakwa  sebaga i  
ber i ku t  :

Bahwa Terdakwa  pada  waktu - waktu  dan  d i  tempat - tempat  
sebaga imana  te rsebu t  d i  bawah in i  ya i t u  pada  tangga l  
empat  bu lan  Maret  tahun  2010  sampai  dengan  tangga l  
enam  belas  bu lan  Jun i  tahun  2010  atau  set i dak -
t i daknya  dalam tahun  2010  di  Yoni f  407/PK  Ujung  Rusi  
Tegal ,  set i dak - t i daknya  di  tempat - tempat  la i n  yang  
te rmasuk  wewenang  Pengad i l an  Mi l i t e r  I I - 10  Semarang  
te lah  melakukan  t i ndak  pidana  :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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“Mi l i t e r  yang  karena  sa lahnya  atau  dengan  senga ja  
melakukan   ket i dakhad i r an   tanpa  i j i n  da lam  waktu  
damai  leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i “

Perbuatan  te rsebu t  d i l akukan  dengan  cara - cara  sebaga i  
ber i ku t  :  

1. Bahwa Terdakwa  masuk  menjad i  angota  TNI- AD pada  
tahun  1999  mela lu i  pend id i kan  Secata  sete lah  lu l us  
di l an t i k  dengan  pangkat  Prada  dan  di tugaskan  Yoni f  
407/PK  sampai  dengan  saat  melakukan  perbua tan  yang  
menjad i  perka ra  in i  dengan  pangkat  Praka  NRP.  
31990447550978.

2. Bahwa  Terdakwa  meningga lkan  dinas  tanpa  i j i n  
Dansat  atau  atasan  yang  berwenang  se jak  tangga l  4 
Maret  2010 sampai  dengan  tangga l  16 Jun i  2010 (sesua i  
laporan  po l i s i  nomor  LP- 07/A- 07/V I / 2010 / IV /1 - 3)  dan  
sekarang  belum kembal i  ke  kesatuan .

3. Bahwa  menuru t  kete rangan  Ser tu  Agus  Sutar t o  
(Saks i - 1)  dan  Ser tu  Dony  Dwi  Set iawan  (Saks i - 2)  
penyebab  Terdakwa  meningga l kan  dians  tanpa  i j i n  
atasan  yang berwenang  karena  banyak  hutang .

4. Bahwa se lama  Terdakwa  meningga l kan  d inas  tanpa  
i j i n  atasan  yang  berwenang  pihak  kesatuan  te l ah  
mengadakan  upaya  pencar i an  te rhadap  Terdakwa,  namun 
Terdakwa  t i dak  d i t emukan  dan  Terdakwa  t i dak  pernah  
melaporkan  keberadaannya  baik  secara  l i s an  maupun 
tu l i s an  ke kesatuan .

5. Bahwa Terdakwa  te l ah  dipangg i l  untuk  menghadap  
peny id i k  Subdenpom IV /1 - 3  Tegal ,  berdasarkan  sura t  
Dansubdenpom IV /1 - 3 Nomor  PGL/08/V I / I d i k / 2 010  tangga l  
21  Jun i  2010  dan  sura t  nomor  PGL/09/V I / I d i k / 2 010  
tangga l  23  Jun i  2010  dan  sura t  nomor  
PGL/10/V I / I d i k / 2 010  tangga l  25  Jun i  2010  ten tang  
pangg i l an  untuk  pemer iksaan  te rhadap  Terdakwa  Praka  
Joko  Setyad i  Wadanru  1  Ton  1  Kipan  B Yoni f  407/PK  
Br ig i f - 4/DR  namun  sampai  saat  in i  Terdakwa  belum 
kembal i  ke  kesatuan ,  seh inngga  te rhadap  Terdakwa  
t i dak  di l akukan  pemer iksaan  sebaga i  Terdakwa.

6. Bahwa  dengan  demik ian  Terdakwa  te lah  
meningga lkan  dinas  tanpa  i j i n  atasan  yang  berwenang  
se jak  4 Maret  2010 sampai  dengan  tangga l  16 Jun i  2010  
(sesua i  laporan  po l i s i  nomor  LP- 07/A- 07/VI / 2010 / IV /1 -
3)  atau  ± se lama  102  (se ra tus  dua)  har i  atau  se lama  
leb ih  dar i  30 ( t i ga  pu luh)  har i  secara  ber tu ru t - tu ru t  
dan sampai  sekarang  be lum kembal i  ke kesatuan .

7. Bahwa  pada  saat  Terdakwa  meningga lkan  dinas  
tanpa  i j i n  atasan  yang  berwenang,  Terdakwa  maupun 
kesatuan  Terdakwa  Yoni f  407/PK  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  dalam  tugas  operas i  mi l i t e r  dan  Negara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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RI  sedang  dalam keadaan  aman dan damai .  

Berpendapat  bahwa  perbua tan  Terdakwa  te rsebu t  
te lah  cukup  memenuhi  unsur - unsur  t i ndak  pidana  
sebaga imana  di rumuskan  dan diancam dengan  pidana  yang  
te rcan tum dalam:  

Pasal  87 ayat  (1 )  ke- 2 Jo ayat  (2 )  KUHPM.

Menimbang : Bahwa  Terdakwa  se jak  proses  peny id i kan  t i dak  
dipe r i k sa  karena  sesua i  dengan  Ber i t a  Acara  ten tang  
t i dak  di temukannya  Tersangka  oleh  Peny id i k  Sub Denpom 
IV /1 - 3  tangga l  16 Jun i  2010.

Menimbang : Bahwa Terdakwa  te l ah  meningga lkan  kesatuan  tanpa  
i j i n  Atasan  se jak  tangga l  4 Maret  2010  sampai  dengan  
laporan  pol i s i  Nomor  LP- 07  /  A- 07  /  VI  /  2010  /  IV /  
1- 3 tangga l  16  Jun i  2010  dan  sampai  saat  pers i dangan  
in i  d i l aksanakan  Terdakwa t i dak  had i r .

Menimbang : Bahwa  oleh  karena  i t u  Maje l i s  menyatakan  dalam 
mengadi l i  perkara  Terdakwa  Prada  Dwi  Mulyan to  Nrp.  
21980146780178   d i l akukan  tanpa  hadi rnya  yang  
bersangku tan .

Menimbang : Bahwa para  Saks i  yang  dihadapkan  di  pers idangan  
menerangkan  di  bawah sumpah sebaga i  ber i ku t :  

SAKSI- 1:

Nama lengkap : AGUS SUTARTO 
Pangkat  /  Nrp : Ser tu  /  3920677730870      
Jabatan : Bamin  Juyar  Kipan  B            
Kesatuan : Yoni f  407/PK
Tempat ,  tangga l  lah i r : Tegal ,  12 Agustus  1970 
Jen is  ke lamin : Lak i - Lak i  
Kewarganegaraan : Indones ia
Agama : Is l am
Tempat  t i ngga l : Asrama  Yoni f  407/PK  Ujungrus i  

Kec.  Adiwena  Kab.  Tegal

Keterangan  Saks i - 1  da lam  pers idangan  pada  pokoknya  
sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  tahun  
2003  di  Ma Yoni f  407/PK  dalam hubungan  atasan  dengan  
bawahan,  namun t i dak  ada hubungan  ke lua rga / f am i l i .  

2. Bahwa  Saks i  mengetahu i  Terdakwa  perg i  
meningga lkan  kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Danyon i f  407/PK se jak  tangga l  4 Maret  2010 dan sampai  
saat  Saks i  d ipe r i k sa  di  Subdenpom IV /1 - 3  Terdakwa  
belum kembal i .  

3. Bahwa  Saks i  mengetahu i  penyebab  Terdakwa  
meningga lkan  kesatuan   tanpa   i j i n   yang   sah  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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dar i  Danyoni f  407/PK  karena  mempunyai  banyak  
hutang  di  sek i t a r  l i ngkungan  asrama Yoni f  407/PK  dan  
Terdakwa  sudah  t i dak  menging inkan  hidup  dalam 
kete r i k a t an  pera tu ran  dinas  mi l i t e r  da lam  ar t i  
menging inkan  keh idupan  yang  bebas.  

4. Bahwa pihak  kesatuan  te l ah  berupaya  pencar i an  ke  
daerah  Tegal  dan  sek i t a r nya ,  namun  sampai  sekarang  
Terdakwa belum te r t angkap  atau  kembal i  ke  kesatuan .

5. Bahwa se lama Terdakwa meningga l kan  kesatuan  t i dak  
pernah  member i t ahukan  keberadaannya  dan  Hp Terdakwa  
t i dak  bisa  dihubung i .  

6. Bahwa  sebe lumnya  Terdakwa  pernah  melakukan  
pelanggaran  THTI  se lama  leb ih  kurang  15  ( l ima  be las )  
har i  secara  ber tu ru t - tu ru t  perg i  ke  Aceh  dan  pada  
saat  te r sebu t  dar i  Sta f - 1/ In t e l  Yoni f  407/PK  
menjemput  Terdakwa  di  rumah  mertuanya  di  Aceh,  
kemudian  Terdakwa mendapat  hukuman dis i p l i n  dipen ja ra  
kurang  leb ih  se lama  15  ( l ima  belas )  har i  d i  se l  
Bata l yon  407/PK.   

7. Bahwa pada saat  Terdakwa meningga lkan  dinas  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Danyon i f  407/PK,  Terdakwa  maupun 
kesatuan  Terdakwa  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  dalam 
tugas  operas i  mi l i t e r  dan  Negara  RI  sedang  da lam 
keadaan  aman dan damai .

SAKSI- 2:

Nama lengkap :      DONY DWI SETIAWAN
Pangkat  /  Nrp : Ser tu  /  21050130501285    
Jabatan : Danru  2/1  Kipan  B          
Kesatuan : Yoni f  407/PK
Tempat ,  tangga l  lah i r : Tegal ,  5 Desember  1985 
Jen is  ke lamin : Lak i - Lak i  
Kewarganegaraan : Indones ia
Agama : Is l am
Tempat  t i ngga l : Asrama  Yoni f  407/PK  Ujungrus i  

Kec.  Adiwena  Kab.  Tegal

Keterangan  Saks i - 2 da lam  pers idangan  pada  pokoknya  
sebaga i  ber i ku t :

1. Bahwa  Saks i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  tahun  
2006  di  Ma Yoni f  407/PK  dalam hubungan  atasan  dengan  
bawahan,  namun t i dak  ada hubungan  ke lua rga / f am i l i .  

2. Bahwa  Saks i  mengetahu i  Terdakwa  perg i  
meningga lkan  kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Danyon i f  407/PK se jak  tangga l  4 Maret  2010 dan sampai  
saat  Saks i  d ipe r i k sa  di  Subdenpom IV /1 - 3  Terdakwa  
belum kembal i .  

3. Bahwa se lama Terdakwa meningga l kan  kesatuan  t i dak  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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pernah  member i t ahukan  keberadaannya  dan  Hp Terdakwa  
t i dak  bisa  dihubung i .  

4. Bahwa  Saks i  mengetahu i  penyebab  Terdakwa  
meningga lkan  kesatuan   tanpa   i j i n   yang   sah  

dar i  Danyoni f  407/PK  karena  mempunyai  banyak  
hutang  dengan  beberapa  rekan  anggotaTNI - AD  dan  
masyaraka t  umum di  lua r  dar i  kesatuan .  

5. Bahwa  pihak  kesatuan  te l ah  berupaya  pencar i an  
te rhadap  Terdakwa  ke  daerah  Tegal  dan  sek i t a r nya ,  
namun sampai  sekarang  Terdakwa  belum te r t angkap  atau  
kembal i  ke  kesatuan  dan  membuat  Daf ta r  Pencar i an  
Orang (DPO).

6. Bahwa se lama Terdakwa meningga l kan  kesatuan  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Danyon i f  407/PK  Saks i  t i dak  
mengetahu i  keberadaan  Terdakwa  sampai  dengan  
sekarang ,  dan  Terdakwa  t i dak  member i t ahukan  ser ta  
menghubung i  ke  kesatuan  Terdakwa.  

7. Bahwa pada saat  Terdakwa meningga lkan  dinas  tanpa  
i j i n  yang  sah  dar i  Danyon i f  407/PK,  Terdakwa  maupun 
kesatuan  Terdakwa  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  dalam 
tugas  operas i  mi l i t e r  dan  Negara  RI  sedang  da lam 
keadaan  aman dan damai .

Menimbang : Bahwa  Terdakwa   t i dak  had i r  d i  pers i dangan ,  
bahkan  se jak  awal  peny id i kan  pun  Terdakwa  t i dak  
pernah  had i r  ket i ka  di l akukan  pemer iksaan  pendahu luan  
oleh  Peny id i k .

Menimbang : Bahwa dar i  barang- barang  bukt i  yang  d ia j ukan  oleh  
Odi tu r  Mi l i t e r  ke  pers i dangan  berupa :

Sura t - sura t :
- 1  (sa tu )  lembar  Daf ta r  Absens i  An.  Praka  Joko  
Setyad i  NRP.  31990447550978  Wadanru  1  Ton  1  Kipan  B 
Yoni f  407/PK  se jak  tangga l  empat  bu lan  Maret  2010  
sampai  dengan  enam  belas  Jun i  2010  yang  
di t anda tangan i  o leh  Wadanyon i f  407/PK  Rachmat  Basuk i  
Kapten  In f  NRP. 11990037750677.

Tetap  di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

Menimbang : Bahwa  berdasarkan  kete rangan- kete rangan   para  
Saks i  d ibawah  sumpah  dan  sete lah  menghubungkan  satu  
dengan  yang  la i nnya  maka d ipe ro l eh  fak ta - fak ta  hukum 
sebaga i  ber i ku t :

1) Bahwa benar  Terdakwa masuk menjad i  pra ju r i t  TNI-
AD mela lu i  pend id i kan  Secata  sete lah  lu l us  di l an t i k  
dengan  pangkat  Prada  dan  di t ugaskan  Yoni f  407/PK  
sampai  dengan  saat  melakukan  perbua tan  yang  menjad i  
perka ra  in i  dengan  pangkat  Praka  NRP.  31990447550978.

Disclaimer
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.   
2) Bahwa  benar  Terdakwa  meningga l kan  dinas  tanpa  
i j i n  Atasan  yang  berwenang  se jak  tangga l  4 Maret  2010  
sampai  dengan  tangga l  16  Jun i  2010  (sesua i  laporan  
Pol i s i  mi l i t e r  Nomor  LP- 07 /  A- 07 /  VI  /  2010  /  VI  /  
1- 3)

3) Bahwa  benar  Terdakwa   meningga lkan  d inas  tanpa  
i j i n  Atasan  yang  berwenang  p ihak  Kesatuan  te lah  
berupaya  melakukan  pencar i an  di  tempat - tempat  dimana  
Terdakwa  pernah  t i ngga l  d i  wi layah  Yoni f  407/PK  
Tegal ,  namun Terdakwa  t i dak  dike temukan  dan  Terdakwa  
t i dak  pernah  melaporkan  keberadaannya  baik  secara  
l i san  maupun tu l i s an  ke Kesatuan .

4) Bahwa  benar  te rhadap  Terdakwa  te l ah  dipangg i l  
untuk  menghadap peny id i k  Denpom IV  /  1- 3 Tega l ,  namun 
hingga  saat  in i  Dan  Yoni f  407/PK  Tegal  be lum  dapat  
menghadapkan  Terdakwa,  seh ingga  Terdakwa  t i dak  
di l akukan  pemer iksaan  sebaga i  Terdakwa.

5) Bahwa  benar  menuru t  kete rangan  Ser tu  Agus  
Sutar t o  (Saks i - 1)  dan Ser tu  Dony Dwi  Set iawan  (Saks i -
2)  penyebab  Terdakwa  meningga lkan  dians  tanpa  i j i n  
atasan  yang berwenang  karena  banyak  hutang .

6) Bahwa benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  dinas  
tanpa  i j i n  atasan  yang  berwenang  pihak  kesatuan  te lah  
mengadakan  upaya  pencar i an  te rhadap  Terdakwa,  namun 
Terdakwa  t i dak  d i t emukan  dan  Terdakwa  t i dak  pernah  
melaporkan  keberadaannya  baik  secara  l i s an  maupun 
tu l i s an  ke kesatuan .

7) Bahwa  benar  Terdakwa  te lah  dipangg i l  untuk  
menghadap  peny id i k  Subdenpom  IV /1 - 3  Tegal ,  
berdasarkan  sura t  Dansubdenpom  IV /1 - 3  Nomor  
PGL/08/V I / I d i k / 2 010  tangga l  21  Jun i  2010  dan  sura t  
nomor  PGL/09/V I / I d i k / 2 010  tangga l  23  Jun i  2010  dan  
sura t  nomor  PGL/10/V I / I d i k / 2 010  tangga l  25  Jun i  2010  
ten tang  pangg i l an  untuk  pemer iksaan  te rhadap  Terdakwa  
Praka  Joko  Setyad i  Wadanru  1  Ton  1  Kipan  B Yoni f  
407/PK  Br ig i f - 4/DR  namun  sampai  saat  in i  Terdakwa  
belum  kembal i  ke  kesatuan ,  seh inngga  te rhadap  
Terdakwa  t i dak  d i l akukan  pemer iksaan  sebaga i  
Terdakwa.

8) Bahwa  benar  dengan  demik ian  Terdakwa  te lah  
meningga lkan  dinas  tanpa  i j i n  atasan  yang  berwenang  
se jak  4 Maret  2010 sampai  dengan  tangga l  16 Jun i  2010  
(sesua i  laporan  po l i s i  nomor  LP- 07/A- 07/VI / 2010 / IV /1 -
3)  atau  ± se lama  102  (se ra tus  dua)  har i  atau  se lama  
leb ih  dar i  30 ( t i ga  pu luh)  har i  secara  ber tu ru t - tu ru t  
dan sampai  sekarang  be lum kembal i  ke kesatuan .

9) Bahwa  benar ,  pada  saat  Terdakwa  meningga lkan  
dinas  tanpa  i j i n  atasan  yang  berwenang,  Terdakwa  

Disclaimer
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maupun  kesatuan  Terdakwa  Yoni f  407/PK  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  dalam  tugas  operas i  mi l i t e r  dan  Negara  
RI  sedang  dalam keadaan  aman dan damai .  

Menimbang : Bahwa  leb ih  dahu lu  Maje l i s  akan  menanggap i  
beberapa  hal  yang  dikemukakan  oleh  Odi tu r  Mi l i t e r  
da lam  Tuntu tannya  dengan  mengemukakan  pendapat  
sebaga i  ber i ku t  :  

- Pada  pr ins i pnya  Maje l i s  Hakim 
sependapat  dengan  pengura ian  unsur -
unsur  t i ndak  pidana  ser ta  
pembukt i an  yang  te lah  dikemukakan  
oleh  Odi tu r  Mi l i t e r .

- Bahwa  mengenai  p idana  yang  di j a t uhkan  te rhadap  
di r i  Terdakwa,  Maje l i s  akan  mempert imbangkan  send i r i  
da lam Putusannya .  

Menimbang : Bahwa t i ndak  pidana  yang  didakwakan  o leh  Odi tu r  
Mi l i t e r  adalah  dakwaan  tungga l ,  ya i t u  pasa l  87  ayat  
(1 )  ke- 2  Jo  ayat  (2 )  KUHPM,  yang  unsur - unsurnya  
te rd i r i  dar i :  

1. Unsur  ke- 1 : Mi l i t e r .

2. Unsur  ke- 2 : Yang  karena  sa lahnya  atau  
dengan  senga ja  melakukan  
ket i dak  had i ran  tanpa  i j i n .

3. Unsur  ke- 3 :  Dalam waktu  damai .

4. Unsur  ke- 4 :  Leb ih  lama  dar i  t i ga  
puluh  har i .

Menimbang : Bahwa  mengenai  unsur  ke- 1  Mil i t e r  te rsebu t  
Maje l i s  Hakim  mengemukakan  pendapatnya  sebaga i  
ber i ku t :  

Bahwa  yang   d imaksud  dengan  Mil i t e r  menuru t  
pasa l   46  KUHPM ada lah  mereka  yang  ber i ka t an  dinas  
secara  sukare la  pada  Angkatan  Perang,  yang  waj ib  
berada  dalam  dinas  secara  te rus  menerus  dalam 
tenggang  waktu  ika tan  dinas  te rsebu t .  

Sedangkan  yang  d imaksud  dengan  Angkatan  Perang  
menuru t  pasa l  45 KUHPM adalah  :  

- Angkatan  Dara t  dan  Mi l i t e r  Waj ib  
yang  te rmasuk  dalam l i ngkungannya  
te rh i t u ng  juga  person i l  cadangan.

- Angkatan  Laut  dan  Mi l i t e r  Waj ib  
yang  te rmasuk  dalam l i ngkungannya  
te rh i t u ng  juga  person i l  cadangan.

- Angkatan  Udara   dan Mi l i t e r  Waj ib  
yang  te rmasuk  dalam l i ngkungannya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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te rh i t u ng  juga  person i l  cadangan.
- Dalam  waktu  perang  mereka  yang  

dipangg i l  menuru t  UU untuk  tu ru t  
ser ta  melaksanakan  per tahanan  dan 
pemel iha raan  keamanan  dan 
kete r t i b an .

Dar i   kete rangan  para  Saks i  d ibawah  sumpah 
dipe rs i dangan   dan  a la t  bukt i  yang  dia j ukan  
dipe rs i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :

1) Bahwa  benar ,  Terdakwa  masuk  menjad i  
pra ju r i t  TNI- AD  mela lu i  pend id i kan  Secata  
sete lah  lu l us  d i l an t i k  dengan  pangkat  Prada  dan  
di tugaskan  Yoni f  407/PK  sampai  dengan  saat  
melakukan  perbua tan  yang  menjad i  perka ra  in i  
dengan pangkat  Praka  NRP. 31990447550978.

2) Bahwa  benar ,  ha l  in i  d ikua tkan  dengan  
adanya   Sura t  Keputusan  ten tang  Penyerahan  
Perkara  dar i  Dan  Br ig i f - 4  /  Dewa Ratna  se laku  
Perwi ra  Penyerah  Perkara   Nomor   Kep /  05/  IX  /
2010  tangga l  17  September  2010   yang  menyatakan  
Terdakwa sebaga i  seorang  Pra ju r i t  TNI  berpangka t  
Praka  NRP 31990447550978  kesatuan  Yoni f  407/PK  
Br ig i f - 4  /  Dewa  Ratna  yang  oleh  Papera  
dise rahkan  perkaranya  untuk  dis i dangkan  di  
Pengad i l an  Mi l i t e r  I I - 10  Semarang  mela lu i  Otmi l  
I I - 10 Semarang.

3) Bahwa  benar  dengan  demik ian  sampai  dengan  
tangga l  4  Maret  2010  Terdakwa  masih  te tap  akt i f  
sebaga i  seorang  pra ju r i t  TNI  dengan  pangkat  
Praka.

4) Bahwa  benar  para  Saks i  juga  kena l  dengan  
Terdakwa  sebaga i  seorang  pra ju r i t  TNI- AD dengan  
pangkat  Praka  kesatuan  Yoni f  407/PK  Br ig i f - 4  /  
Dewa Ratna  dengan  para  Saks i  d i  Br ig i f - 4 /  Dewa 
Ratna  dan  sampai  dengan  te r j ad i  perbua tannya  
yang  menjad i  perka ra  in i  masih  te tap  akt i f  
sebaga i  pra ju r i t  TNI  dengan  pangkat  Praka .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  ke- 1 “ Mil i t e r  “  te l ah  te rpenuh i .

Menimbang : Bahwa mengenai  unsur  ke- 2 “Dengan  sengaja  
melakukan  ket idak  hadiran  tanpa  i j i n ”  te rsebu t  
Maje l i s  Hakim  mengemukakan  pendapatnya  sebaga i  
ber i ku t :  

Bahwa  unsur  ke- 2  in i  d isusun  secara  al te r na t i f  
maka  Maje l i s  akan  memi l i h  sa lah  satu  yang  sesua i  
dengan  fak ta - fak ta  d ipe rs i dangan ,  ya i t u   unsur  
“dengan  senga ja  “
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Bahwa  yang  dimaksud  kesenga jaan  (Do lus )  ada lah  
merupakan  bag ian  kesa lahan  (Schu ld ) .   Menuru t  memor i  
pen je l asan  (Memor ie  Van  Toel i ch t i n g )  atau  MvT yang  
dimaksud  dengan  kesenga jaan  adalah  menghendak i  dan  
menginsya f i  (Wi l l ens  en  Watens)  te r j ad i nya  suatu  
t i ndakan    beser ta  ak iba tnya ,  ar t i n ya  seseorang  yang  
melakukan  sesuatu  t i ndakan  dengan  senga ja  harus  
nebghendak i  dan menginsya f i  t i ndakan  te rsebu t  beser ta  
ak iba tnya .

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “  ket i dakhad i r an  “  
ada lah  bahwa  s i  pe laku  melakukan  perbuatan  atau  
t i ndakan  meningga l kan ,  menjauhkan  di r i ,  t i dak  berada  
disua tu  tempat  yang  te lah  di ten tukan  untuk  
melaksanakan  tugas  dalam  hal  in i  kesatuan  Terdakwa,  
dimana  seharusnya  s ipe laku  dapat  melaksanakan  tugas-
tugas  yang  menjad i  tanggung  jawabnya .

Bahwa  apa  yang  dimaksud  tanpa  i j i n  berar t i  
ket i dakhad i r an  i t u  d i l akukan  s i  pe laku  tanpa  se i j i n  
atau  sepengetahuan  dar i  p impinan  atau  Komandannya,  
sebaga imana  laz imnya  anggota  TNI  yang  bermaksud  akan  
meningga lkan  kesatuan ,  ba ik  untuk  kepent i ngan  d inas  
maupun  kepent i ngan  pr ibad i  d iwa j i b kan  menempur  
prosedur  per i j i n an  yang  ber laku  di  kesatuan ,  yang  
bera r t i  perbua tan  atau  t i ndakan  ket i dakhad i r an  tanpa  
i j i n  ada lah  sangat  d i l a r ang  te r j ad i  d i  l i ngkungan  
Mi l i t e r .

Dar i  ketengan  para  Saks i  d i  bawah  sumpah  d i  
pers i dangan  dan  ala t  bukt i   la i n  yang  d ia j ukan  
dipe rs i dangan  dipe ro l eh  fak ta - fak ta  sebaga i  ber i ku t  :

 
1. Bahwa benar  para  Saks i  mengetahu i  bahwa di  
l i ngkungan  TNI  ada  atu ran  yang  menyatakan  bahwa 
set i ap  pra ju r i t  yang  akan  perg i  meningga lkan  
kesatuan /d i nasnya  harus  se i j i n  Komandan  atau  
atasannya ,  apab i l a  ha l  te rsebu t  d i l anggar  akan  
ada sanks inya .

2. Bahwa benar  atu ran  in i  sudah  dike tahu i  o leh  
se lu ruh  pra ju r i t  TNI  dimana  sa ja  ber tugas ,  ha l  
in i  sudah  dike tahu i  se jak  mula i  d i  pend id i kan  
dasar  kemi l i t e r an ,  dan  ber laku  juga  di  kesatuan  
para  Saks i  dan  Terdakwa  yakn i  Br ig i f - 4  /  Dewa 
Ratna .

3. Bahwa  benar  pada  tangga l  4  Maret  2010  
Terdakwa  atas  kemauannya  send i r i  te l ah  t i dak  
had i r  d i  kesatuannya  tanpa  i j i n ,  Terdakwa  perg i  
meningga l kan  dinas / kesa tuan  tanpa  se i j i n  atasan  
komandannya.

4. Bahwa benar   Terdakwa meningga lkan  kesatuan  
dika renakan  Terdakwa  mempunya i  banyak  hutang  di  
sek i t a r  l i ngkungan  asrama Yoni f  407/PK.
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5. Bahwa benar  sampai  dengan  tangga l  16  Jun i  
2010  Terdakwa t i dak  juga  kembal i  ke  kesa tuannya  
seh ingga  dar i  kesatuan  /komandan  satuan  
melaporkan  Terdakwa  ke  Peny id i k  Denpom-IV /1  
Purwoker to  untuk  di t i n dak l an j u t i / d i p r o ses  
sesua i  hukum yang  ber laku  dan  pada  tangga l  3 
Nopember  2010   d ibua t  Sura t  Pemanggi l an  tangga l  
3 Nopember  2010.

6. Bahwa benar  dengan  demik ian  Terdakwa  te l ah  
t i dak  had i r  tanpa  i j i n  d i  kesatuannya  Tmt .  4 
Maret  2010  sampai  dengan  tangga l  16  Jun i  2010  
bahkan  sampai  dengan  sekarang  di  pers i dangan  
in i pun  Terdakwa belum kembal i  d i  kesatuannya .

7. Bahwa  benar  ha l  te rsebu t  d ikua tkan  juga  
dengan  adanya  sura t  dar i  Dan  Br ig i f - 4  /  Dewa 
Ratna  Nomor  B/1034/X I / 2010  tangga l  11  Nopember  
2010  ten tang  t i dak  dapat  memenuhi  pangg i l an  
s idang  karena  Terdakwa  be lum   kembal i  ke  
kesatuan  dan  daf ta r  absens i  yang  menyatakan  
Terdakwa  se jak  tangga l   4  Maret  2010  
meningga l kan  kesatuan  tanpa  i j i n   Atasan  yang  
berwenang  (TK) .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa 
unsur  ke- 2  “  Yang dengan sengaja  melakukan  ket idak  
hadiran  tanpa  i j i n  “  te l ah  te rpenuh i .

Menimbang : Bahwa mengenai  unsur  ke- 3 “Dalam  waktu  
damai ”  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  mengemukakan  
pendapatnya  sebaga i  ber i ku t :  

Bahwa apa  yang  dimaksud  waktu  damai  ada lah  saat  
atau  waktu  s i  pe laku  melakukan  keg ia tan  meningga lkan  
kesatuan  te rsebu t  Negara  RI  t i dak  dalam  keadaan  
daru ra t  perang   sebaga imana   yang  te l ah  d i t en tukan  
oleh   Undang- undang  atau  kesatuan  dimana  Terdakwa  
pada  saat  ia  melakukan  perbua tan  i t u  t i dak  sedang  
dipe rs i apkan  untuk  tugas  Operas i  Mi l i t e r  yang  
di t en tukan  penguasa  Mi l i t e r  berwenang  untuk  i t u .

Dar i  kete rangan  para  Saks i  d i  bawah  sumpah  di  
pers i dangan  dan  ala t  bukt i  la i n  yang  dia jukan  di  
pers i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :

1. Bahwa  benar  waktu  se lama  Terdakwa  t i dak  
had i r  d i  kesatuan  tanpa  i j i n  TMT 4  Maret  2010  
sampai  dengan  tangga l  2 November  2009  Negara  RI  
da lam  keadaan  aman/damai ,  khususnya  wi layah  
Semarang  dalam keadaan  aman/damai .

2. Bahwa  se lama  waktu- waktu  te rsebu t  ba ik  
kesatuan  Terdakwa maupun para  Saks i  dan Terdakwa  
t i dak  sedang  dipe rs i apkan  untuk  perang  dengan  
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negara  la i n  ataupun  untuk  melaksanakan  tugas  
operas i  Mi l i t e r  la i nnya .

3. Bahwa benar  demik ian  juga  sebaga imana  te lah  
dike tahu i  o leh  umum sepan jang  tahun  2010  t i dak  
ada  pengumuman  dar i  pemer in tah  RI  yang  
menyatakan  Negara  RI  sedang  berperang  dengan  
negara  la i n .     

Dar i  ura ian  dan  fak ta  te rsebu t  maka unsur  ke- 3 
“ Dalam waktu  damai “  te l ah  te rpenuh i .

Menimbang : Bahwa mengenai  unsur  ke- 4 “Lebih  lama  dar i  
t iga  puluh  har i ”  te rsebu t  Maje l i s  Hakim mengemukakan  
pendapatnya  sebaga i  ber i ku t :  

Bahwa melakukan  ket i dakhad i r an  leb ih  lama  dar i  
t i ga  puluh  har i  bera r t i  Terdakwa  t i dak  had i r  tanpa  
i j i n  secara  ber tu ru t - tu ru t  leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  
har i .

Dar i  ketengan  para  Saks i  d ibawah  sumpah 
dipe rs i dangan  dan  ala t  bukt i   la i n  yang  dia j ukan  
dipe rs i dangan  dipe ro l eh  fak ta - fak ta  sebaga i  ber i ku t  :

1.   Bahwa benar  waktu  se lama  Terdakwa  t i dak  
had i r  d ikesa tuan  tanpa  i j i n  te rh i t u ng  mula i  
tangga l  4  Maret  2010   sampai  dengan  laporan  
Pol i s i  tangga l  19 Januar i  2010 ada lah  se lama 102  
(se ra tus  dua)  har i .

2. Bahwa  benar  waktu  se lama  se lama  102  
(se ra tus  dua)  har i  ada lah  leb ih  lama  dar i  t i ga  
puluh  har i ,  ha l  in i  juga  sudah  menjad i  
pengetahuan  umum ka lau  waktu  se lama 102 (se ra tus  
dua)  har i  77  ( tu j uh  puluh  tu j uh )  har i  ada lah  
leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  ke- 4 “  Lebih  lama dar i  t iga  puluh  har i  “   te l ah  
te rpenuh i .

Menimbang : Bahwa berdasarkan  hal - ha l  yang  diu ra i kan  dia tas  
yang  merupakan  fak ta - fak ta  yang  d ipe ro leh  dalam 
pes idangan,  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  te rdapa t  cukup  
bukt i  yang  sah  dan meyak inkan  bahwa Terdakwa bersa lah  
te lah  melakukan  t i ndak  pidana :

Mil i t e r  yang dengan sengaja  melakukan ket idak  hadiran  
tanpa  i j i n  dalam waktu  damai  leb ih  lama  dar i  t iga  
puluh  har i

Menimbang : Bahwa sebe lum  sampai  pada  per t imbangan  te rakh i r  
da lam  mengadi l i  perka ra  in i ,  Maje l i s  Hakim  ing in  
meni la i  s i f a t  hakekat  dan  ak iba t  dar i  s i f a t  dan  
perbua tan  Terdakwa  ser ta  ha l - ha l  la i n  yang  
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mempengaruh i  sebaga i  ber i ku t  :  

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  mencerminkan  
rendahnya  kadar  dis i p l i n  Terdakwa  dan  leb ih  
mengutamakan  kepent i ngan  pr ibad i  dar ipada  
kepent i ngan  dinas .

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  dapat  
mempengaruh i  d is i p l i n  Pra ju r i t  la i nnya  di  
kesatuannya .

- Bahwa  dengan  re la t i f  cukup  lamanya  
Terdakwa  t i dak  had i r /men ingga l kan  kesatuan  dan  
sampai  pers idangan  in i  ser ta  t i dak  ada  tanda-
tanda  atau  ke ing inan  Terdakwa melapor  d i r i  atau  
kembal i  ke  kesatuannya  te rdapa t  ind i kas i  bahwa 
Terdakwa  sudah  t i dak  mau berd inas  di  ingkungan  
TNI .

- Bahwa  dengan  adanya  ind i kas i  te r sebu t  
Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa Terdakwa  t i dak  
layak  lag i  untuk  d ipe r t ahankan  lag i  da lam 
ked inasannya .

- Bahwa  dengan  t i dak  layaknya  Terdakwa  
dipe r t ahankan  dalam  ked inasan ,  Terdakwa  harus  
dibe rhen t i k an  dar i  d inas  Mi l i t e r ,  karena  akan  
berpengaruh  kepada  pra ju r i t  la i n  yang  masih  
ba ik  dan  untuk  prevens i  te rhadap  dis i p l i n  di  
kesatuannya .

Menimbang : 1. Bahwa tu j uan  Maje l i s  t i dak l ah  semata- mata  hanya  
memidana  orang- orang  yang  bermasa lah  melakukan  t i ndak  
pidana ,  te tap i  juga  mempunya i  tu j uan  untuk  mendid i k  
agar  yang  bersangku tan  dapat  insya f  kembal i  ke ja l an  
yang  benar ,  menjad i  warga  negara  yang  baik  sesua i  
dengan fa l sa fah   Pancas i l a .

2. Oleh  karena  i t u  sebe lum  Maje l i s  menja tuhkan  
pidana  atas  di r i  Terdakwa  dalam  perkara  in i  per lu  
leb ih  dahu lu  memperhat i kan  ha l - ha l  yang  dapat  
mer ingankan  dan memberatkan  p idananya  ya i t u :

Hal - hal  yang meringankan:

- Nih i l

Hal - hal  yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa  sampai  
dengan  pers i dangan  
in i  be lum  pernah  
kembal i  ke  
kesatuannya .

- Perbuatan  Terdakwa 
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dapat  merusak  pola  
pembinaan  dis i p l i n  
pra ju r i t  d i  
kesatuannya .  

Menimbang : Bahwa sete lah  memperhat i kan  dan mempert imbangkan  
hal - ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa  Terdakwa  t i dak  layak  lag i  untuk  dipe r t ahankan  
sebaga i  pra ju r i t  TNI .    Satu  dan  la i n  ha l  seanda inya  
Terdakwa  te tap  d ipe r t ahankan  dalam  ked inasan  akan  
merusak  d is i p l i n  dan  ta ta  te r t i b  da lam  keh idupan  
pra ju r i t .

Menimbang : Bahwa sete lah  menel i t i  dan memper t imbangkan  hal -
ha l  te rsebu t  d ia tas ,  Maje l i s  berpendapat  bahwa p idana  
sebaga imana  te rcan tum  dalam  dik tum  in i  ada lah  adi l  
dan se imbang  dengan kesa lahan  Terdakwa.

Menimbang : Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dip i dana ,  maka  ia  
harus  dibeban i  membayar  biaya  perkara .

Menimbang : Bahwa  barang- barang  bukt i  da lam  perkara  in i  
berupa :

Surat - surat :

- 1  (sa tu )  lembar  Daf ta r  Absens i  An.  Praka  Joko  
Setyad i  NRP.  31990447550978  Wadanru  1  Ton  1  Kipan  B 
Yoni f  407/PK  se jak  tangga l  empat  bu lan  Maret  2010  
sampai  dengan  enam  belas  Jun i  2010  yang  
di t anda tangan i  o leh  Wadanyon i f  407/PK  Rachmat  Basuk i  
Kapten  In f  NRP. 11990037750677.

Adalah   bukt i  yang  se jak  semula  merupakan  ke lengkapan  
admin is t r a s i  berkas  perkara  maka  per lu  d i t en tukan  
sta tusnya  ya i t u  te tap  te r l amp i r  da lam berkas  perkara .

Menginga t : 1. Pasal  87 ayat  (1 )  ke- 2 Jo  ayat  (2 )  KUHPM Jo Pasa l  
26  KUHPM Jo  Pasa l  143   Undang- Undang    No.  31  
tahun  1997.

2. Keten tuan  perundang- undangan  la i n  yang  
bersangku tan .

MENGADILI

1. Menyatakan :    
 

Terdakwa  JOKO SETYADI PRAKA NRP 31990447550978 ,  te rbuk t i  secara  
sah  dan meyak inkan  bersa lah  melakukan  t i ndak  pidana  :

“ Desers i  dalam waktu damai  ”

2. Memidana  Terdakwa oleh  karena  i t u  dengan :

a.  Pidana  pokok  :      Penja ra  se lama 6 (enam)   bu lan .
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b. Pidana  t ambahan :      Dipeca t  dar i  dinas  mi l i t e r .

3.  Menetapkan  barang  bukt i  berupa :  

Sura t - sura t  :

- 1 (sa tu )  lembar  Daf ta r  Absens i   An.  Praka  Joko  Setyad i  NRP.  
31990447550978  Wadanru  1  Ton  1  Kipan  B  Yoni f  407/PK  se jak  
tangga l  empat  bu lan  Maret  2010  sampai  dengan  enam belas  Jun i  
2010  yang  di tanda tangan i  o leh  Wadanyon i f  407/PK  Rachmat  Basuk i  
Kapten  In f  NRP 11990037750677.

4. Membebankan  biaya  perkara  kepada   Terdakwa  sebesar   Rp 5.000 , -  
( l ima  r ibu  rup iah ) .

Demik ian  d ipu tuskan  pada  har i  in i  Selasa   tangga l  30   Nopember  
2010 dalam  musyawarah  maje l i s  hak im oleh  Letnan  Kolone l  Chk Har i yad i  
Eko  Purnomo,  S.H.  NRP 33653 sebaga i  Hakim  Ketua ,  ser ta  Mayor  Chk 
Asmawi ,  S.H.  NRP 548012 dan Mayor  Laut  (KH/W)  Koern iawaty  S. ,S .H .  NRP 
13712/P  sebaga i  Hakim Anggota  dan diucapkan  pada  har i  yang  sama o leh  
Hakim Ketua  di  da lam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum dengan  d ihad i r i  
o leh  para  Hakim Anggota  te rsebu t  d ia tas ,  Odi tu r  Mi l i t e r  Letko l  Laut  
(KH/W)  Est i n i ngs i h ,  S.H.  M.H.  NRP 12189/P  dan  Pani te ra  Kapten  Chk 
Abdul  Rochim,  SH NRP 570413 di  hadapan  umum tanpa  dihad i r i  Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP /  TTD

Har iyad i  Eko Purnomo,  S.H.
Letnan  Kolone l  Chk NRP 33653

Pani te ra

TTD
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Abdul  Rochim,  SH
Kapten  Chk NRP 570413

Disa l i n  sesua i  dengan as l i nya  oleh

Pani te ra

Abdul  Rochim,  SH
Kapten  Chk NRP 570413
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